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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 

PimATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

NOMOR 8 TAI-flJ:N 2000 

TENTANG 

PER.\ TITRAN DESA 

DENGAN RAI-ThifAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KUDUS, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 111 Undang-undang Nomor 22 
Talnm 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Peraturan Desa ; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah ; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
dalam Linglrnngan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-unclang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lem­
baran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839) ; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
A.ntara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Talmn 1999 tentang Pencabutan 
Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri DaJam Negeri 
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur 
Penetapan Produk-produk Hukum di linglrnngan Departemen Dalam Negeri ; 

7. Keputusan ..... 
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7. Keputusan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman 
Umum Pengaturan mengcnai Desa : 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 
2000 Nomor 188/14/2000 tcntang Pemtujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kuclus atas R,mcangan Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus tentang 
Peraturan Desa untuk dilet.lpkan menjacli Peraturan Daerah ; 

Dcngan perserujuan 
DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 

MEMU11JSKAN : 

PERA1URAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERATIJRAN 
DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang <limaksud dengan : 

a. Bupati adalah Bupati Kudus ; 

b. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah; 

c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki kewenangan untuk 
mengatur dan menguru.~ kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-lL~l 
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pernerintahan Nasional dan 
berada di Daerah Kabupaten ; 

d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Penvakilan Desa ; 

e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 

f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan 
penvakilan yang tercliri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang 
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menarnpung dan 
rnenyalurkan aspirasi masyarakat, serta melala1kan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan di desa ; 

g. Peraturan Desa adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang­
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah rnendapatkan persetujuan 
dari Badan Peiwakilan Desa dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga 
Desa, Peraturan Daerah Kabupaten clan atau peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 

BAB II ..... 
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BAB Il 

DENTUK, tvfiJATAN DAN KEWENANGAN PENETAPAN 
PERATURAN DESA 

Bentuk Peraturan Dcsa adalah scbagaimana tercantum dalnm Lampiran yang 
mcrnpakan hagian tidak tcrpisahkan cL,ri Peraturan Dacrah ini. 

Pc.Taturan Dcsa mcmuat hat-hal yang berkaitan dcngan penyelcnggaraan 
pcmcrintahan desa, umsan-umsan yang mcnja<li kcwcnangan Desa scrta penjabaran 
lehih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggj, 

Pasal 4 

Peraturan Desa sehagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai 
ciri-ciri antara lain : 

a. matcrinya bcrsifat mengatur clan herlak.11 urnurn ; 

b. penomoran menggunakan angka bulat ; 

c. masa berlaJmnya relatif lama ; 

d. tidak men&:,aunakan konsideran "Membaca" ; 

e. sebclum konsideran "Menimbang" ditulis "DENGAN RAHiviAT TUHAN 
YANG :t-..fAHA ESA", "KEPALA DESA .. .. .'' ; 

f. setelah konsideran "Mengingat" ditulis frasa "Dengan persetujuan BADAi\J 
PERWAKILANDESA .. .. ........ .. " ; 

g. setelah konsideran "Mengingat" ditambahkan konsideran "Memperhatikan" yang 
memuat tentang persetujuan BPD ; 

h. setelah penulisan "Menetapkan" ditulis judul ; 

1. materinya dituangkan dalam bentuk Pasal-pasal. 

Pasal 5 

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan wnwn, Peraturan 
Daerah clan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Pasal 6 

Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa dengan persetujuan BPD. 

BAB ill .... . 
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TATACARA PENHJSUNAN DAN PENET AP AN 
PERATURAN DESA 

Baginn Pcrtnm:i 
Pcnyusunan Rancangan 

Rancangan Pcraturan Dcsa disusun olch KcpaJa Dcsa atau BPD. 

Pasal 8 

( 1) Rancangan Peraturan Desa scbagaimana dimaksud Pasal 7, yang disusun oleh 
BPD adalah merupakan petwUju<lan pelaksanaan Hak rnengajukan Rancangan 
Pcraturan Desa. 

(2) Tatacara pengajuan Rancangan Pcraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1 ), 

diatur <lalam Tata Tc11ib BPD. 

Pasal 9 

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa clan atau BPD clapat 
mcngadakan rapat dcngan Lernbaga Kemasyarakatan dan pemuka-pernuka 
masyarakat di clcsa. 

Bagian Keclua 
Pernbahasan Rancangan 

Pasal 10 

Pernbahasan Rancangan Peraturan Desa diatur clalarn Peraturan Tata Tertib BPD. 

Pasal 11 

Persetujuan BPD atas rancangan Peraturan Desa dituangkan dalarn Keputusan BPD. 

Bagian Ketiga 
Penetapan 

Pasal 12 

Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. 

Pasal 13 

Penandatangan Peraturan Desa tidak boleh didelegasikan. 

Pasal 14 ..... 
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Pasal 14 

Pcraturan Dcsa hanya ditandatangani old1 KcpaJa Dcsa. 

Pasa.115 

Pl'mcrintah Dcsa mcmbcrikan nomor Jan tanggal pcngcsahan Peraturan Desa. 

Pasal 16 

Sejak Pcratw·an Dcsa ditandatangani dan dihcri nomor serta tanggal pengcsahan, 
maka Peraturan Dcsa tcrscbut mulai berlaku clan memiliki kekuatan hukum scrta 
bersifat mengikat. 

Pasal 17 

Pcraturan Dcsa tidak mcmerlukan pengesahan Bupati. 

BAB IV 

PELAKSANAAN PERATURAN DESA 

Pasal 18 

( 1) Pcraturan Desa harus dilaksanakan olch Pcmcrintah Desa. 

(2) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat 
dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang terkait di Desa. 

Pasal 19 

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa Kepala Desa menetapkan kebijakan 
pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(2) Tata cara penyusunan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

BABY 

PENGAWASAN 

Pasal 20 

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilalmkan oleh BPD. 

Pasal 21 

Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bersifat 
mengatur disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah 
disahkan dengan tembusan kepada Camat. 

Pasal 22 ..... 
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Pasal 22 

1 • 1 K~pala Dcsa yang 
(1) Bupali dapal mcmbal.1Jhn Pcrafuran Dcsa cl.1.n .(\..cpu usan 

I) 1 dan atau Pcraturan 
bcrtentnngan dcngan kcpcntingan umum, Pcrnturan acra 1 

pcrundang-undangiln yang lcbih tinggi. 

. d K ut·us"n f.:..c;JJJ/a Dcsa (2) Kcpulu :111 pcmbatalan Pcratur,1n Dcsa an ep · " 
l . 1· k 1·b . l k k d Pemcrintah De~a yang se ,11gamrnna c 1ma sud ay,11 ( 1 ), c I cnla JU an 'ep,1 n 

hm angkuran dan RPO dcng,1n menyclrnlk,111 al.1s.1n-al.isannya. 

(3) Sdamhar-lamhatny.i J (sa tu) minggu sctclah pcmbcritaJman kcputusan 
pcmbalalan scbagaimana dimaksud pada ayal (2). Peraturan Dcsa clan 
Kepurus:m Kcpala Dcsa lerselmt dibaralkan. 

(4) Pcmcrintah Desa yang tidJk mcnerima Keputusan pcmbat,1/an sebagaimana 
dimaksud ayat (1 ), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerint.Jl1 dan arau 
Pcmcrint.ah Propinsi setclah rncngajukan kepada Pcmcrintah Kabupatcn. 

(5) .'\pabifo upaya pengajuan kcbcratan sehag.1imana dimaksud ayat (4) letap 
dirolak, maka PemerintaJ1 Desa dan BPD dapat mengajukan keberatan kepada 
Mahkamah Agw-ig yang merupakan upc1ya hukum terakhir. 

(6) Upaya hukum sehagaimana dimaksud ayal (5), diJakukan selambat-Jambatnya 14 
(cmpat belas) hari sctelah adanya l<eputusan penolakan dari Pemetintah. 

BAB VI 

KETENTIJANPERALlliAN 

Pasal 23 

Keputu~an Desa yang telah disahkan atau dalam proses pengesahan Bupal~ setelah 
berlakuny,1 Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Peraturan Desa . 

Pasal 24 

Desa-desa yang be1urn rnernbentuk BPD, dapat rnemfungsikan LMD dalam 
penetapan Peratw·an Desa 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 25 

Pasal 26 .... . 

I 
I 
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Pasal 26 

Hal-hal yang hdum tfotur diJala.m Pcraluran Dacrah ini, scpanjang mcngcnai 
pelaksanaannya akan diatur lcbil1 la,tjut oleh Bupati. 

Pasal 27 

Pi:raturan Dacrah ini muJai berlaku pada tanggal <liunJangkan. 

Agar supaya sctiap orang dapal mengcL1huinya, mcmerintahkan pcngundangan 
Peraruran Daerah ini dcngan pcnempatannya dalam Lembaran Dacrah Kahupatcn 
Kudus. 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 24 Juli 2000 

Disahkan di Kudus 
ya<h:-t, al 24 Juli 2000 

,,. p A 
\)/ -

r 
.:1 I KUDUS, -~-~ .-\ '' 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATl.lRAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

OMOR R TAHlJN 2000 

TENTANG 

PERAHJRAN DES A 

1. PENJELASAN lJMUM 

Dengan diundangkannyc1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pemcrintahan 
Daerah yang diti.nclaklanjuti dengan Keputusan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 64 Tahun 1999 lcntang 
Pcdoman Umum Pengaturan Mengcnai Desa, maka kebcradaan Pcraturan Desa sebagai salah satu dari 
prt duk huk11m dJerah menjadi penting dan strategis karcna Peraturnn Dcsa merupakan salah satu 

• peiwujudan dari pelaksanaan supremasi hukum di Desa. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, seluruh tatacara 
pelaksanaan dalam sish:m pemerintahan <li Desa sebagai pelaksanaan otonomi desa harus berdasarkan 
pada Peraturan Desa yang disusun Kcpala Desa bersarna-sama dcngan Baclan Pe1wakilan Desa, 
disamping dalarn rangka pelaksanaan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 

Sebagai dasar hukum penelapan Peraturan Desa gutta mewujudkan sislem penyusunan 
Peraturan Desa yang tertih dan tcratur, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang 
Peraturan Desa. 

Peraturan Desa tcrsusun dalam rangkaian sistem penyusunan yang diatur sebagai berikut : 
a. Tatacara penyusunan clan penetapan Peraturan Desa ; 
b. Bentuk clan muatan Peraturan Desa ; 
c. Pelaksanaan Peraturan Desa ; 
d. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal l s.d Pasal 17 
Pasal 18 ayat (1) 

Pasal 18 ayat (2) s.d 
Pasal 20 
Pasal 21 

Pasal 22 s.d Pasal 27 

: culn1p jelas. 
: Pelaksanaan Peraturan Desa dilalrnkan oleh Pemerintah Desa selaku Badan 
Eksekutif di desa. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Pemerintah Desa yang 
juga menjadi rugas pokok Kepala Desa yaitu melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

: cukup jelas 

: Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa. yang ber­
sifat mengatur merupakan pengawasan terhadap materi Peraturan Desa dan 
Keputusan Kepala Desa. Pengawasan tersebut dilakukan guna menghindari 
adanya pertentangan dengan kepenti.ngan umum, Peraturan Daerah dan atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih ti.nggi. 

: cukup jelas . 
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